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Bupati Buton Selatan H MuhAdios
Tinjau Pelabuhan Lalole
Memprihatinkan di Siompu dan
Kawal Program Kampung Nelayan
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Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP- emerintah Kabupaten Bu-
ton Selatan terus mendorong percepatan pembangunan
wilayah pesisir melalui penguatan infrastruktur dan
pemberdayaan nelayan. Upaya ini ditandai dengan kun-
jungan langsung Bupati Buton Selatan H. Muhammad
Adios, S.Sos., MBA ke Pulau Siompu, Minggu (3/5/2026),
untuk meninjau kondisi pelabuhan serta kesiapan pem-
bangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

ah Putih

Dalam kunjungan
tersebut, Bupati Adios
bersama rombongan lebih
dahulu meninjau Desa La-
maninggara guna melihat
proses pengambilan data
topografi sebagai bagian
dari perencanaan pemba-
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25 Jamaah Haji Buton Selatan Siap Berangkat
Melalui Kloter 38 Makassar, Kepala Kemenhaj
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Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buton Selatan Hj Nurhayati

Laporan: Firman

BUTON  SELATAN,
BP-Menjelang keberang-
katan ibadah haji2026, Ke-
mentrian Haji dan Umroh
Buton Selatan mengingat-
kan jamaah untuk mening-
katkan kewaspadaan ter-
hadap penipuan digital
berkedok pembaruan data.
Imbauan ini disampaikan
di tengah kesiapan jamaah
haji Kabupaten Buton Se-
latan yang telah mencapai

sekitar 90 persen.

Kepala Kantor Kemen-
terian Haji dan Umrah
Kabupaten Buton Selatan
Hj Nurhayati mengatakan
bahwa hampir seluruh
tahapan  utama  telah
diselesaikan, baik admin-
istrasi maupun kesehatan.
“Persiapan jamaah sudah
mencapai 90 persen, ter-
masuk pemeriksaan kes-
chatan dan vaksinasi wa-
jib,” ujar Nurhayati, Senin
(4/5/2026).

Ia menambahkan
seluruh jamaah telah me-
nerima vaksinasi pent-
ing seperti meningitis,
polio, influenza, hingga
COVID-19 sebagai bagian
dari standar kesehatan per-
jalanan ibadah haji. Dari
sisi jumlah, jamaah asal
Kabupaten Buton Selatan
yang akan berangkat tahun
ini tercatat sebanyak 25
orang, terdiri dari 11 per-
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78 Pejabat Baubau Resmi Dilantik Wali Kota
Baubau HYF, WFH Tak Jadi Alasan Tetap

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, Seban-
yak 78 pejabat adminis-
trator dan pengawas di
lingkungan  Pemerintah
Kota Baubau resmi dilan-
tik oleh Wali Kota Bau-
bau, Yusran Fahim, pada
Sabtu (2/5/2026) di Aula
Kantor Wali Kota Baubau,
Palagimata. Pelantikan ini
menjadi bagian dari up-
aya strategis pemerintah
daerah dalam memperkuat
struktur organisasi serta
mempercepat pencapaian
target kinerja tahun ang-
garan 2026.

Langkah tersebut
diambil di tengah tuntut-
an percepatan pemban-

Tekanka
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gunan daerah yang me-
masuki triwulan kedua.
Pemerintah Kota Baubau
menilai, pengisian jabatan
yang kosong melalui me-
kanisme promosi dan rota-
si merupakan solusi untuk
menjaga kesinambungan
pelayanan publik.

Dalam arahannya, Yus-
ran Fahim menegaskan
bahwa momentum pelan-
tikan harus dimaknai se-
bagai titik awal peningka-
tan kinerja. “Pelantikan ini
adalah langkah penguatan
agar setiap lini pemerin-
tahan siap mencapai target
kinerja yang telah ditetap-
kan,” ujarnya.

Ia menambahkan, para
pejabat yang baru dilan-

n Kinerja ASN

tik diharapkan segera be-
radaptasi dengan lingkun-
gan kerja masing-masing
dan tidak membutuhkan
waktu lama untuk menye-
suaikan diri. “Kita sudah
memasuki triwulan kedua,
tidak ada lagi ruang untuk
berlama-lama. Semua ha-
rus langsung bekerja atau
tancap gas,” tegasnya.
Selain percepatan kin-
erja, Wali Kota juga men-
yoroti pentingnya penyer-
apan anggaran yang tepat
waktu. [a meminta seluruh
organisasi perangkat daer-
ah memastikan realisasi
anggaran berjalan sesuai
jadwal guna mendukung
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Jelang MTQ Sultra, Pemkab Buton Selatan
Maksimalkan Peran Baznas dan ASN

Laporan: Firman

BUTON  SELATAN,
BP - Pemerintah Kabupat-
en Buton Selatan menarg-
etkan peningkatan presta-
si pada ajang Musabagah
Tilawatil Quran (MTQ)
tingkat Provinsi Sulawe-
si Tenggara 2026 dengan
memperkuat strategi pem-
binaan peserta serta sin-
ergi lintas sektor, terma-
suk dukungan anggaran
dari Baznas dan partisi-
pasi aparatur sipil negara
(ASN).

Target tersebut menge-

Y

nasi yang digelar di Aula
Kantor Bupati Buton Se-
latan, Sabtu (2/4/2026),
yang dipimpin Asisten
I Setda Buton Selatan
Kaimuddin bersama se-
jumlah pemangku kepent-
ingan daerah.

Dalam rapat itu, salah
satu poin penting yang di-
bahas adalah optimalisasi
pengumpulan zakat, in-
fak, dan sedekah, terutama
dari kalangan ASN yang
jumlahnya mencapai lebih
dari 5.000 orang di lingk-
up pemerintah daerah.

muka dalam rapat koordi“— -

Usulan tersebut men-

cakup penambahan item
infak dan sedekah dalam
blanko pembayaran zakat,
termasuk bagi pegawai di
dinas, badan, kantor, hing-
ga perusahaan daerah, se-
bagai upaya memperkuat
pembiayaan kegiatan kea-
gamaan seperti MTQ.

a€eKami melihat po-
tensi besar dari ASN. Jika
dikelola dengan baik,
ini bisa menjadi sumber
pendanaan  berkelanju-

Lanjut ke Hal: 7
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Bupati Buton Selatan H MuhAdios Tinjau
Pelabuhan Lalole Memprihatinkan di Siompu dan

Kawal Program Kampung Nelayan Merah Putih

bangunan  kawasan
nelayan berbasis pro-
gram nasional.

Kegiatan itu ber-
langsung bersamaan
dengan kehadiran tim
dari Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan
(KKP) bersama Di-
nas Perikanan Buton
Selatan yang tengah
melakukan penguku-
ran desain lapangan.

Pelaksana  Tugas
Kepala Dinas Peri-
kanan Buton Selatan,
Nafiruddin  menga-
takan keterlibatan
langsung kepala daer-
ah menjadi faktor
penting dalam perce-
patan realisasi pro-
gram tersebut.

“Bupati menyem-
patkan diri bertemu
langsung dengan
masyarakat nelayan
di  Pulau Siompu.
Saat itu tim KKP
dan Dinas Perikanan
sedang  melakukan
pengambilan  desain
topografi,a€ ujarnya,
Senin (4/5/2026).

Menurut Nafirud-
din, pengawalan
langsung oleh kepala
daerah menunjukkan
komitmen kuat pe-
merintah dalam me-
mastikan masyarakat
pesisir  memperoleh
manfaat dari program
strategis nasional
tersebut.

“Sejauh ini, Bupati
terus mengawal agar
masyarakat nelayan
bisa mendapatkan ke-

hidupan yang lebih
layak,” tambahnya.

Selain agenda
tersebut, Bupati Adi-
os juga melakukan
peninjauan ke Pela-
buhan Lalole di Desa
Lalole,  Kecamatan
Siompu Barat, usai
menghadiri  kegiatan
Walimatussafar Haji
di wilayah setempat.

Dalam peninjau-
an itu, ia menemukan
kondisi pelabuhan
yang mengalami ker-
usakan cukup par-
ah dan dinilai tidak
lagi layak digunakan
secara optimal oleh
masyarakat.

“Saya kaget me-
lihat kondisi pelabu-
han ini. Masyarakat
sebenarnya sudah be-
rupaya, bahkan mem-
bangun talud secara
swadaya,” kata Adios.

Ia menegaskan, ke-
terbatasan  anggaran
daerah menjadi kend-
ala utama dalam pen-
anganan infrastruktur
tersebut, sehingga pe-
merintah daerah harus
mengandalkan dukun-
gan dari pemerintah
yang lebih tinggi.

“Kita tidak bisa
mengharapkan APBD
karena kondisi keuan-
gan daerah belum me-
mungkinkan. Ini akan
kami ajukan ke balai
provinsi dan juga ke
pusat,” ujarnya.

Bupati Adios
menambahkan, pela-
buhan memiliki peran
strategis sebagai akses

utama mobilitas orang
dan distribusi logistik
di wilayah kepulauan
seperti Buton Selatan.

Karena itu, pemer-
intah daerah tetap ber-
komitmen memper-
juangkan  perbaikan
infrastruktur tersebut
melalui sinergi lintas
pemerintahan.

“Kami tetap be-
rupaya  semaksimal
mungkin untuk me-
menuhi  kebutuhan
masyarakat, terutama
infrastruktur vital sep-
erti pelabuhan ini,” te-
gasnya.

Secara historis,
pembangunan infras-
truktur pelabuhan di
Indonesia telah men-
jadi bagian penting
dari kebijakan nasion-
al sejak era Orde Baru
hingga  pemerintah-
an modern, terutama
melalui program tol
laut yang diperkuat
pada masa pemerin-
tahan Presiden Joko
Widodo untuk mengu-
rangi disparitas harga
antarwilayah.

Di tingkat glob-
al, penguatan infra-
struktur pesisir dan
pelabuhan juga men-
jadi perhatian dalam
agenda pembangunan
berkelanjutan Perseri-
katan Bangsa-Bangsa
(SDGs), khususnya
tujuan ke-9 tentang
infrastruktur dan tu-
juan ke-14 mengenai
ekosistem laut.

Dalam konteks
tersebut, pembangu-

nan Kampung Ne-
layan Merah Putih
merupakan bagian
dari strategi nasional
untuk meningkatkan
kesejahteraan ~ mas-
yarakat pesisir melalui
pendekatan terintegra-
si antara infrastruktur,
ekonomi, dan sosial.

Pemerintah Kabu-
paten Buton Selatan
menilai program ini
sebagai peluang be-
sar untuk mendorong
transformasi ekonomi
nelayan, terutama di
wilayah  kepulauan
seperti Siompu yang
selama ini menghada-
pi keterbatasan akses
dan fasilitas.

Melalui ~ kombi-
nasi antara pemba-
ngunan pelabuhan
dan  pengembangan
kawasan nelayan, di-
harapkan tercipta eko-
sistem ekonomi baru
yang lebih produktif
dan berkelanjutan.

Langkah ini seka-
ligus menjadi bagian
dari upaya jangka
panjang pemerintah
daerah dalam men-
gatasi  ketimpangan
pembangunan dan
meningkatkan kuali-
tas hidup masyarakat
pesisir.

Ke depan, siner-
gl antara pemerintah
daerah, provinsi, dan
pusat menjadi kunci
utama dalam memas-
tikan seluruh program
tersebut dapat ber-
jalan optimal dan te-
pat sasaran.(*)

25 Jamaah Haji Buton Selatan Siap Berangkat Melalui
Kloter 38 Makassar, Kepala Kemenhaj Busel Nurhayati
Ingatkan Risiko Penipuan Digital Hingga Permintaan Uang

perempuan dan 14 la-
ki-laki.

Rentang wusia ja-
maah berkisar antara
40 hingga 75 tahun
dengan rata-rata usia
sekitar 60 tahun. Mes-
ki terdapat jamaah lan-
jut usia, kondisi kese-
hatan mereka dinilai
masih memenuhi
syarat untuk men-
jalankan ibadah.

Dalam hal teknis
keberangkatan, ja-
maah haji Buton Se-
latan akan tergabung
dalam Kloter 38 Em-
barkasi Makassar ber-
sama lima daerah lain-
nya seperti Baubau,
Bombana, Konawe
Utara, Muna, dan
Muna Barat, dengan
total 393 jamaah.

Nurhayati men-
gungkapkan  prosesi
pelepasan resmi dijad-
walkan  berlangsung
pada 5 Mei 2026
pukul 14.00 WITA
di Gedung Lamaindo
dan akan dihadiri Bu-
pati Buton Selatan, H
Muh Adios, serta un-
sur Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah.

“Pelepasan jamaah
akan dilakukan secara
resmi oleh pemerin-

tah daerah sebagai
bentuk dukungan dan
doa bersama,” kata
Nurhayati. Di tengah
kesiapan tersebut,
pihaknya menyoroti
maraknya modus pe-
nipuan melalui pesan
WhatsApp yang men-
gatasnamakan instansi
resmi dan meminta ja-
maah melakukan pem-
baruan data melalui
tautan tertentu.

“Pesan tersebut ti-
dak benar dan merupa-
kan upaya penipuan.
Kami minta jamaabh ti-
dak merespons apala-
gi mengklik link dari
nomor tidak dikenal,”
tegasnya.  Katanya,
sejumlah jamaah haji
Buton Selatan dilapor-
kan telah menerima
pesan mencurigakan
tersebut. Namun, mer-
eka terlebih dahulu
melakukan konfirmasi
kepada pihak kemen-
terian haji dan umroh
sebelum mengambil
langkah lebih lanjut.

“Langkah verifika-
si sangat penting agar
jamaah tidak menja-
di korban penyalah-
gunaan data maupun
penipuan finansial,”
ujarnya.

Secara historis,
penyelenggaraan iba-
dah haji di Indone-
sia terus mengalami
peningkatan  sistem
pelayanan. Sejak
era digitalisasi yang
dimulai pada dekade
2010-an, pengelolaan
data jamaah menja-
di lebih terintegra-
si, meski di sisi lain
membuka celah bagi
kejahatan siber.

Dalam konteks
global, otoritas Arab
Saudi juga terus mem-
perketat regulasi haji,
termasuk sistem visa
elektronik dan penga-
wasan kesehatan, ter-
utama sejak pandemi
COVID-19 yang sem-
pat membatasi jumlah
jamaah secara drastis
pada 2020 - 2021.

Indonesia  sendi-
ri merupakan negara
dengan jumlah ja-
maah haji terbesar di
dunia. Setiap tahun,
kuota nasional menca-
pai ratusan ribu orang,
sehingga pengelolaan
administrasi dan kea-
manan data menjadi
perhatian utama pe-
merintah.

Oleh karena itu,

Nurhayati mengim-
bau masyarakat agar
selalu memastikan
informasi berasal dari
sumber resmi dan
melakukan konfirma-
si langsung ke kantor
Kementerian Haji dan
Umrah terdekat. a€ce-
Jangan mudah per-
caya dengan informasi
yang beredar di media
sosial tanpa verifika-
si. Keselamatan data
pribadi jamaah harus
menjadi  prioritas,a€
katanya.

Menjelang hari ke-
berangkatan, jamaah
haji Buton Selatan
juga diminta menjaga
kondisi fisik dengan
memperbanyak istira-
hat dan menghindari
aktivitas berat yang
berisiko mengganggu
kesehatan. ~ Dengan
persiapan yang ham-
pir rampung, pihak
Kementrian Haji dan
Umroh Buton Sela-
tan berharap seluruh
jamaah dapat men-
jalankan ibadah haji
dengan aman, lancar,
dan khusyuk sesuai
harapan.(*)
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Jelang MTQ Sultra, Pemkab Buton Sela-
tan Maksimalkan Peran Baznas dan ASN

untuk kegiatan keag-
amaan,a€ ujar salah
satu peserta rapat.
Ketua Baznas Buton
Selatan mengung-
kapkan hingga tahun
2026 pihaknya berha-
sil menghimpun dana
sekitar Rp240 juta
dari infak dan sedekah
masyarakat di berb-
agai kecamatan, desa,
dan kelurahan.

“Dari jumlah terse-
but, kami siap men-
galokasikan 10 pers-
en untuk mendukung
kegiatan MTQ dan
program keagamaan
lainnya,’katanya. Na-
mun demikian, ia me-
nilai tingkat partisipa-
si masyarakat masih
relatif rendah, yakni
baru sekitar 10 pers-
en dari total popula-
si. Kondisi ini dinilai
menjadi tantangan
sekaligus peluang un-
tuk meningkatkan ke-
sadaran berzakat dan
bersedekah.

Sementara itu,
Asisten I Setda Buton
Selatan ~ Kaimuddin
menegaskan  bahwa
hasil rapat tersebut
akan segera dilapor-
kan kepada pimpinan
daerah dalam hal Ini
Bupati Buton Selatan
H Muh Adios untuk
ditindaklanjuti da-
lam bentuk kebijakan
konkret. “Kesepa-
katan ini akan kami
sampaikan kepada

Bupati agar bisa dire-
alisasikan secara opti-
mal demi mendukung
keikutsertaan Busel di
MTQ tingkat provin-

si,” ujarnya.
Ia menambahkan,
pemerintah  daerah

telah menyiapkan an-
ggaran khusus untuk
pembinaan  peserta
dan penyediaan fasil-
itas yang memadai
guna menunjang kes-
iapan kafilah. “MTQ
bukan sekadar lom-
ba, tetapi bagian dari
pembangunan  sum-
ber daya manusia
berbasis  nilai-nilai
keagamaan,”  tegas
Kaimuddin.

Rapat tersebut juga
dihadiri Staf Ahli Bu-
pati Bidang Kemas-
yarakatan dan SDM,
perwakilan  Kemen-
terian Agama Kabu-
paten Buton Selatan,
tujuh Kepala KUA,
seluruh Kepala OPD,
serta  tujuh  camat
se-Kabupaten Buton
Selatan.

Secara historis,
MTQ merupakan
agenda nasional yang
telah berlangsung se-
jak pertama kali di-
gelar pada 1968 di
Makassar, dan terus
berkembang sebagai
sarana pembinaan ti-
lawah Al-Quran serta
peningkatan kualitas
kehidupan beragama
di Indonesia.

Di tingkat interna-

sional, kegiatan seru-
pa juga diselenggara-
kan di berbagai negara
Muslim, seperti Mus-
abagah Tilawatil Qu-
ran Internasional di
Kuala Lumpur yang
telah berlangsung se-
jak 1961 dan menjadi
salah satu ajang paling
bergengsi bagi qari
dan qariah dunia.

Di Indonesia, peran
MTQ tidak hanya se-
bagai ajang kompeti-
si, tetapi juga sebagai
instrumen  pemban-
gunan karakter reli-
gius masyarakat serta
penguatan  identitas
keislaman dalam ke-
hidupan berbangsa.

Dengan  berbagai
langkah strategis yang
telah disepakati, Pe-
merintah  Kabupaten
Buton Selatan opti-
mistis dapat tampil
lebih kompetitif dalam
MTQ Provinsi Su-
lawesi Tenggara 2026
dan meraih hasil yang
lebih baik dibanding-
kan tahun-tahun se-
belumnya.

Sinergi antara pe-
merintah daerah Ka-
bupaten Buton Se-
latan, Baznas, serta
masyarakat  dihara-
pkan menjadi kunci
utama dalam mewu-
judkan target tersebut
sekaligus memperkuat
pembangunan berba-
sis nilai keagamaan di
daerah. (*)

78 Pejabat Baubau Resmi Dilantik Wali
Kota Baubau HYF, WFH Tak Jadi
Alasan Tetap Tekankan Kinerja ASN

program pembangu-
nan yang telah diran-
cang.

Konsolidasi inter-
nal menjadi aspek lain
yang ditekankan dalam
pelantikan ini. Para pe-
jabat diminta memba-
ngun koordinasi yang
solid di unit kerja mas-
ing-masing agar pelak-
sanaan program dapat
berjalan efektif dan se-
laras dengan visi pem-
bangunan daerah.

Menanggapi  kebi-
jakan efisiensi serta
penerapan sistem ker-
ja Work From Home
(WFH), Yusran Fahim
mengingatkan bahwa
kondisi  tersebut ti-
dak boleh menguran-
gi kualitas pelayanan
publik. 4€ceWFH bu-
kanlah ~ penghalang.
Dengan adaptasi dan
inovasi, kita tetap
harus produktif dan
memberikan pelayanan
prima,a€ katanya.

Secara historis, ke-
bijakan rotasi dan pro-
mosi jabatan dalam
birokrasi telah men-
jadi praktik umum di
Indonesia sejak era
reformasi 1998, yang
menekankan  prinsip
meritokrasi dalam pen-
gelolaan aparatur sip-
il negara. Di tingkat
global, praktik seru-
pa juga diterapkan di
berbagai negara untuk

menjaga dinamika or-
ganisasi dan mencegah
stagnasi kinerja.

Reformasi birokra-
si yang dicanang-
kan pemerintah pusat
melalui berbagai regu-
lasi, termasuk pengua-
tan sistem merit oleh
Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN), men-
jadi landasan penting
bagi pemerintah daer-
ah dalam melakukan
penataan organisasi se-
cara berkelanjutan.

Dalam konteks lo-
kal, pelantikan pejabat
di Kota Baubau juga
mencerminkan komit-
men pemerintah daerah
untuk  meningkatkan
kualitas tata kelola pe-
merintahan serta pe-
layanan publik yang
lebih responsif terha-
dap kebutuhan mas-
yarakat.

Wali  Kota turut
mengingatkan penting-
nya integritas dan etika
dalam menjalankan tu-
gas. “Selamat bertugas
kepada pejabat yang
baru dilantik. Beker-
jalah dengan baik, be-
nar, dan penuh tanggu-
ng jawab,” pesannya.

Ia juga menambah-
kan pesan moral ke-
pada seluruh aparatur
agar menjaga akhlak
serta menjunjung ting-
gi nilai-nilai pelayanan
publik. “Semoga Allah
SWT senantiasa mem-

bimbing langkah kita
dalam memberikan
pelayanan terbaik bagi
masyarakat,” tutupnya.

Adapun  sejumlah
pejabat yang dilantik
meliputi berbagai posi-
si strategis, mulai dari
camat, kepala bagian,
hingga lurah. Di an-
taranya Camat Wolio
Tegar Aryu Saputra,
Kabag Kesra La Ode
Maaruf, Kabag Umum
Mustafa, serta Inspek-
tur Pembantu Wilayah
I La Ode Darmawan
Hibali.

Selain  itu, turut
dilantik Sekretaris Di-
nas Perumahan Mo-
hamad Salman, Ka-
bid Pertanahan Dina
Fainal, Kabid Cipta
Karya Yudiarto, serta
sejumlah lurah seperti
Yinizal Nisaid, Jeny,
Muslimat, Abdul Rasy-
id, Dinarti, Zamria, Zu-
liadin, Minarni, Ash-
am, dan Anong Nani.

Dengan pelantikan
ini, Pemerintah Kota
Baubau diharapkan
mampu menjaga sta-
bilitas organisasi seka-
ligus  meningkatkan
efektivitas pelaksanaan
program pembangunan
di berbagai sektor, khu-
susnya dalam member-
ikan pelayanan kepada
masyarakat secara op-
timal dan berkelanju-
tan.(*)
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Prabowo Tetapkan RAN PE 2026-2029
Perkuat Strategi Lawan Terorisme
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Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 ten-
tang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
yvang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2026-2029.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-”
Presiden  Prabowo
Subianto  menetap-
kan Peraturan Presi-
den (Perpres) Nomor
15 Tahun 2026 ten-
tang Rencana Aksi
Nasional Pencega-
han dan Penanggu-
langan Ekstremisme
Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada
Terorisme (RAN PE)
2026-2029 sebagai
langkah strategis na-
sional dalam meng-

hadapi ancaman
ekstremisme dan ter-
orisme.

Peraturan tersebut
resmi berlaku sejak
9 Februari 2026 dan
menjadi  pedoman
bagi seluruh ke-
menterian, lembaga,
hingga pemerintah
daerah dalam men-
jalankan  program
pencegahan dan
penanggulangan ek-
stremisme  berbasis

kekerasan.
Dalam beleid
tersebut ditegas-

kan bahwa RAN PE
merupakan kebija-
kan nasional yang
memuat arah, strate-
gi, serta prioritas
dalam  menangani
potensi radikalisme
yang berujung pada
aksi terorisme.
“RAN PE ini
ditetapkan untuk 4
(empat) tahun yakni
periode tahun 2026-
2029,” demikian
bunyi ketentuan da-
lam Pasal 2 Perpres
tersebut.
Pemerintah  me-
mandang bahwa an-
caman ekstremisme
berbasis  kekerasan
perlu ditangani se-
cara sistematis, ter-
encana, terpadu, dan

berkelanjutan
tidak  berkembang
menjadi  aksi ter-
or yang merugikan
masyarakat luas.

Dalam  definis-
inya, ekstremisme
berbasis  kekerasan
mencakup  keyak-
inan atau tindakan
yang menggunakan
cara kekerasan atau
ancaman kekerasan
ekstrem untuk men-
dukung atau melaku-
kan aksi terorisme.

Sementara itu,
terorisme  dijelas-
kan sebagai tinda-
kan kekerasan atau
ancaman kekerasan
yang menimbulkan
suasana teror atau
rasa takut secara mel-
uas, menyebabkan
korban massal, serta
merusak objek vital
strategis, lingkungan
hidup, fasilitas pub-
lik, maupun fasilitas
internasional.

“Terorisme adalah
perbuatan yang me-
nimbulkan suasana
teror secara meluas
dan dapat menimbul-
kan korban yang ber-
sifat massal,” bunyi
Pasal 1 ayat (3) Per-
pres tersebut.

Dalam implemen-
tasinya, pemerintah
menetapkan ~ sem-
bilan pilar utama,
di antaranya kes-
lapsiagaan nasional,
penguatan ketahanan
komunitas, pening-
katan keterampilan
masyarakat, serta
perlindungan perem-
puan, pemuda, dan
anak.

Selain itu, aspek
komunikasi  strate-
gis, deradikalisasi,
penegakan hak asasi
manusia, perlindun-
gan saksi dan kor-
ban, serta kerja sama

agar

internasional  juga
menjadi bagian pent-
ing dalam strategi
tersebut.

“Upaya ini dilaku-
kan secara terpadu
lintas sektor untuk
memastikan pence-
gahan berjalan efek-
tif,” demikian salah
satu penjelasan da-
lam dokumen kebi-
jakan tersebut.

Pendanaan pelak-
sanaan program ini
akan bersumber dari
Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Neg-
ara (APBN), Ang-
garan  Pendapatan
dan Belanja Daer-
ah (APBD), serta
sumber lain yang
sah sesuai ketentu-
an peraturan perun-
dang-undangan.

Untuk mem-
perkuat  koordina-
si, pemerintah akan
membentuk sek-
retariat bersama
yang melibatkan
berbagai kementeri-
an dan lembaga ter-
kait dalam penanga-
nan ekstremisme dan
terorisme.

Secara histo-
ris, Indonesia telah
memiliki  pengala-
man panjang dalam
menghadapi aksi
terorisme, termasuk
peristiwa Bom Bali
2002 yang menjadi
titik balik pengua-
tan kebijakan kon-
tra-terorisme nasi-
onal.

Sejak saat itu, pe-
merintah memben-
tuk berbagai instru-
men penanganan,
termasuk lembaga
seperti Badan Na-
sional Penang-
gulangan  Teror-
isme (BNPT) serta
memperkuat kerja
sama internasional

dalam memerangi
jaringan teror glob-
al.

Di tingkat glob-
al, upaya pencega-
han ekstremisme
juga menjadi per-
hatian serius komu-
nitas internasion-
al, terutama pasca
peristiwa Serangan
11 September 2001
di Amerika Serikat
yang mendorong
negara-negara
memperkuat strate-
gi kontra-teror-
isme.

Dalam konteks
tersebut, RAN PE
2026a€2029  di-
harapkan mampu
memperkuat ketah-
anan nasional In-
donesia  sekaligus
berkontribusi  da-
lam upaya global
melawan ekstrem-
isme berbasis ke-
kerasan.

“Kebijakan ini
menjadi kerangka
strategis  nasional
dalam  mencegah
dan menanggulangi
ekstremisme berba-
sis kekerasan yang
mengarah pada ter-
orisme,” demikian
ditegaskan dalam
Perpres tersebut.

Dengan
pendekatan  yang
komprehensif dan
melibatkan  berb-
agai pemangku
kepentingan, pe-
merintah menarg-
etkan terciptanya
stabilitas keamanan
yang berkelanjutan
serta  perlindun-
gan maksimal bagi
masyarakat  dari
ancaman terorisme.

*)
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UU TPKS Perberat Hukuman Tokoh
Agama Pelaku Kekerasan Seksual
Kasus Ponpes Pati, DPR Desak Hukuman
Maksimal Pelaku Kekerasan

man berat bagi pelaku kekerasan seksual, mendorong penegakan hukum
dan perlindungan korban.

Laporan: Radit

JATENG, BP-
Aparat kepolisian
menetapkan  seorang

pengasuh pondok pe-
santren berinisial AS
sebagai tersangka ka-
sus dugaan kekerasan
seksual terhadap san-
triwati di Kabupaten
Pati. Penetapan terse-
but dilakukan pada 28
April 2026, setelah
laporan yang ma-
suk sejak 2024 mulai
ditindaklanjuti secara
intensif.

Kabag Ops Polresta
Pati, AKP Dwi Atma
Yofi Wirabrata, men-
gatakan bahwa proses
hukum kini memasu-
ki tahap pemanggilan
tersangka untuk pe-
meriksaan  lanjutan.
“Penetapan tersangka
sudah dilakukan sejak
28 April 2026, dan saat
ini kami melanjutkan
proses  penyelidikan
serta  pemeriksaan,”
ujarnya dalam kon-
ferensi pers, Minggu
(3/5).

Kasus ini mencuat
ke publik setelah salah
satu korban yang telah
lulus dari pesantren
tersebut  memberan-
ikan diri mengungkap
dugaan pelecehan
yang dialaminya sejak
2024. Dengan pen-
dampingan keluarga,
laporan resmi disam-
paikan kepada aparat
pada September 2024,
namun penanganan-
nya dinilai berjalan
lambat.

Lambannya pros-
es hukum tersebut
memicu aksi demon-
strasi warga dan kor-
ban di depan lokasi
pondok pesantren pada
Sabtu (2/5). Mereka
mendesak aparat un-
tuk segera menuntas-
kan kasus serta mem-
berikan keadilan bagi
para korban.

Sehari setelah aksi
tersebut, Kantor Ke-
menterian Agama
Kabupaten Pati mer-

ekomendasikan  pe-
nutupan sementara
pondok pesantren ter-
kait. Opsi penutupan
permanen juga ten-
gah dipertimbangkan,
sembari menyiapkan
langkah relokasi bagi
para santri.

Menanggapi kasus
tersebut, Ketua DPR
RI, Puan Mabharani,
menegaskan ~ bahwa
negara memiliki in-
strumen hukum yang
kuat untuk menjerat
pelaku kekerasan sek-
sual, terutama yang
memiliki posisi otori-
tas.

Menurutnya, Un-
dang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan
Seksual memungkink-
an adanya pemberatan
hukuman bagi pelaku
yang memanfaatkan
relasi kuasa terhadap
korban.

“Ancaman  huku-
man dapat ditambah
apabila pelaku adalah
tokoh agama, pendi-
dik, atau pihak yang
memiliki relasi kuasa
khusus,” kata Puan
dalam keterangan re-
sminya, Senin (4/5).

Ia juga menekankan
bahwa posisi pelaku
sebagai pengasuh pe-
santren memperkuat
dugaan adanya peny-
alahgunaan kekuasaan
yang membuat korban
sulit melapor. “Keti-
ka korban berada da-
lam posisi yang tidak
memiliki akses bantu-
an, persoalannya juga
terletak pada sistem
perlindungan yang be-
lum optimal,” ujarnya.

Selain itu, Puan
mendorong aparat
penegak hukum untuk
menjatuhkan  sanksi
maksimal guna mem-
berikan efek jera ser-
ta melindungi masa
depan korban yang
sebagian besar masih
berusia anak.

“Para korban ber-
hak  mendapatkan
perlindungan  kea-
manan, pendamp-

ingan hukum, serta
pemulihan  psikol-
ogis tanpa ham-
batan,” tegasnya.
Secara histo-
ris, Indonesia telah
mengalami berbagai
kasus kekerasan
seksual di lingkun-
gan pendidikan dan
keagamaan  yang
memicu lahirnya UU
TPKS pada 2022.
Regulasi ini menja-
di tonggak penting
dalam memperluas

definisi  kekerasan
seksual  sekaligus
memperkuat  per-

lindungan korban.
Dalam  konteks

global, lembaga sep-

erti United Nations

melalui  berbagai
laporan menegaskan
bahwa  kekerasan
seksual berbasis

relasi kuasa, terma-
suk di lingkungan
pendidikan dan kea-
gamaan, merupakan
masalah serius yang
terjadi  di  banyak
negara.

Di sejumlah neg-
ara, seperti Amerika
Serikat dan beber-
apa negara Eropa,
skandal  kekerasan
seksual oleh tokoh
agama juga men-
dorong  reformasi
hukum serta pen-
guatan mekanisme
perlindungan  kor-
ban.

Kasus di Pati ini
kembali menegas-
kan pentingnya im-
plementasi  efektif
UU TPKS, tidak
hanya dalam penin-
dakan pelaku, tetapi
juga dalam memas-
tikan sistem perlind-
ungan korban ber-
jalan optimal.

Ke depan, trans-
paransi proses hu-

kum serta keber-
pithakan  terhadap
korban menjadi

kunci untuk memu-
lihkan kepercayaan
publik terhadap pen-
egakan hukum di In-
donesia. (*)
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Momentum HUT Konsel , Gubernur
Sultra ASR Tinjau Jalan Rusak, Janji
Perbaikan Segera Dimulai

Laporan: Mashuri

SULTRA,
BP-Gubernur  Su-
lawesi Tenggara,
Andi  Sumangeruk-
ka, memastikan per-

baikan ruas jalan
provinsi di Keca-
matan  Lalembuu,

Kabupaten Konawe
Selatan, sebagai ba-
gian dari komitmen
pemerintah  dalam
meningkatkan  in-
frastruktur  daerah.
Kepastian  tersebut
disampaikan dalam
rangkaian peringatan
Hari Ulang Tahun ke-
23 Konawe Selatan,
Sabtu (2/5/2026).

Pernyataan  itu
ditegaskan  guber-
nur usai meninjau
langsung kondisi
jalan yang selama
ini dikeluhkan mas-
yarakat karena rusak
dan menghambat
mobilitas warga ser-
ta aktivitas ekonomi.

“Saya sudah
menandatangani
persetuyjuan  untuk
pengaspalan  jalan
provinsi di Lalem-
buu. Int  bentuk
komitmen pemerin-
tah menjawab kebu-
tuhan masyarakat,”
ujar gubernur.

Ruas jalan sepan-
jang sekitar 20 ki-
lometer tersebut
dinilai memiliki per-
an strategis dalam
mendukung konek-
tivitas antarwilayah
sekaligus memper-
cepat pertumbuhan
ckonomi lokal, khu-
susnya di wilayah
pedesaan.

Kegiatan pen-
injauan itu  mer-
upakan bagian dari
rangkaian peringa-

tan HUT Konawe
Selatan yang dipu-
satkan di lapangan
upacara Kantor Bu-
pati Konawe Sela-
tan. Dalam kegiatan
tersebut,  gubernur
bertindak sebagai in-
spektur upacara.

Upacara peringa-
tan HUT daerah itu
juga  dirangkaikan
dengan Hari Pendi-
dikan Nasional ting-
kat Provinsi Sulawe-
si Tenggara, yang
tahun ini mengusung
tema ‘“Menguatkan
Partisipasi Semesta
Mewujudkan Pendi-
dikan Bermutu untuk
Semuanya” .

Dalam amanatn-
ya, gubernur mene-
gaskan bahwa perin-
gatan hari jadi daerah
tidak boleh sekadar
menjadi  kegiatan
seremonial, melain-
kan momentum un-
tuk evaluasi kinerja
pembangunan.

“Peringatan  ini
harus menjadi re-
fleksi bersama dalam
meningkatkan kuali-
tas pemerintahan dan
kesejahteraan mas-
yarakat,” katanya.

la menambah-
kan, usia 23 tahun
bagi Konawe Sela-
tan merupakan fase
penting dalam per-
jalanan pembangu-
nan daerah yang ma-
sih tergolong muda,
namun memiliki
potensi besar untuk
berkembang  lebih
cepat.

Kabupaten
Konawe Sela-
tan sendiri resmi
dibentuk pada ta-
hun 2003 sebagai
hasil  pemekaran
wilayah dari Ka-
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bupaten Konawe,
sejalan dengan
kebijakan  desen-
tralisasi yang mu-
lai diperkuat pas-
careformasi 1998
di Indonesia.
Secara nasional,
kebijakan otonomi
daerah melalui
Undang-Undang
Nomor 22 Ta-
hun 1999a€”yang
kemudian  diper-
barui menjadi UU
Nomor 23 Tahun
2014a€”member-
ikan kewenangan
luas kepada daer-
ah untuk mengatur
pembangunan  se-
sual potensi mas-
ing-masing.
Fenomena
desentralisasi  ini
juga sejalan den-
gan tren global,
di mana banyak
negara mendorong
penguatan pemer-
intahan lokal un-
tuk meningkatkan
efisiensi pelayanan
publik dan pemer-

ataan pembangu-
nan.

Dalam konteks
tersebut, guber-

nur menilai capa-
ian pembangunan
Konawe  Selatan
selama lebih dari
dua dekade men-
jadi modal penting
untuk memperkuat
pertumbuhan
ekonomi dan kual-
itas sumber daya
manusia.

“Mari jad-
itkan HUT ke-23
Konawe  Selatan
dan Hardiknas se-
bagai momentum
memperkuat  ke-
bersamaan menuju
masyarakat  yang
sehat, cerdas, dan
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sejahtera,”
ya

ujarn-

Selain fokus
pada infrastruktur,
pemerintah provin-
si juga menaruh
perhatian pada
sektor pendidikan
melalui  berbagai
program, termasuk
penyerahan serag-
am sekolah gratis
bagi siswa SMA,
SMP, dan SD.

Rangkaian  ke-
giatan juga dii-
si dengan pen-
andatanganan
prasasti  penggu-
naan gedung hasil
revitalisasi untuk
jenjang SMP, SD,
TK/PAUD, serta
Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB).

Pemerintah
turut memberikan
penghargaan  di
bidang pendidikan
dan pembangunan
daerah, termasuk
penyerahan hadiah
Garuda Mepokoa-
so sebagai bentuk
apresiasi atas ki-
nerja dan prestasi
masyarakat.

“Insya Allah
segera kita tangani
agar aktivitas mas-
yarakat lebih lancar
dan ekonomi bisa
berkembang,”kata
gubernur menegas-
kan.

Peringatan HUT
ke-23 Konawe Se-
latan ini diharap-
kan menjadi mo-
mentum penguatan
sinergi antara
pemerintah  daer-
ah, provinsi, dan
masyarakat dalam
mendorong pem-
bangunan  berke-
lanjutan di Sulawe-
si Tenggara.(*)
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Google Resmi Patuh PP Tunas, Pemerin-
tah Perkuat Perlindungan Anak
YouTube Ikuti Regulasi RI, Pembatasan
Usia Pengguna Mulai Diterapkan

Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP-Pe-
merintah  Indonesia
menegaskan  komit-
mennya dalam mem-
perkuat perlindungan
anak di ruang digital
setelah perusahaan te-
knologi global Google
secara resmi menya-
takan kepatuhan terh-
adap Peraturan Pemer-
intah Nomor 17 Tahun
2025 tentang Tata
Kelola Penyelengga-
raan Sistem Elektron-
ik dalam Pelindungan
Anak (PP Tunas).

Langkah ini ditand-
ai dengan penyerahan
surat kepatuhan oleh
Google melalui plat-
form YouTube kepada
Kementerian Komuni-
kasi dan Digital, yang
kemudian  mendapat
apresiasi langsung dari
Menteri Komunikasi
dan Digital, Meutya
Hafid.

Dalam konferensi
pers di Jakarta, Rabu
(22/4/2026), Meutya
menegaskan ~ bahwa
kepatuhan ini menjadi
tonggak penting da-
lam menciptakan ru-
ang digital yang lebih
aman bagi anak-anak.
a€ePemerintah men-
gapresiasi karena You-
Tube yang berada di
bawah Google telah
menyampaikan surat
kepatuhan secara re-
smi,a€ ujarnya.

Kebijakan tersebut
tidak berdir1 sendiri.
Pemerintah sebelum-
nya telah memberikan
tenggat waktu hing-
ga Juni 2026 kepada
seluruh penyelengga-
ra sistem elektronik
untuk menyampaikan
self-assessment  se-
bagai bagian dari me-
kanisme pengawasan.

Sejumlah langkah
konkret mulai diter-
apkan oleh YouTube
sebagai bagian dari
kepatuhan  tersebut.
Platform ini mem-
berlakukan batas usia
minimum 16 tahun

bagi pengguna, diser-
tai notifikasi khusus
serta rencana penona-
ktifan akun yang ter-
indikasi dimiliki oleh
anak di bawah usia
tersebut.

Selain itu, YouTube
juga mulai mengha-
pus iklan yang secara
spesifik menargetkan
anak-anak dan remaja.
Kebijakan ini sejalan
dengan upaya glob-
al dalam membatasi
eksploitasi data anak
oleh platform digital.

Perwakilan  You-
Tube Indonesia, Dan-
ny Ardianto, men-
egaskan dukungan
pihaknya terhadap
kebijakan pemerintah.
a€eKami terus ber-
fokus menjaga ruang
digital di platform
kami tetap aman serta
mendukung generasi
digital di masa men-
datang,a€ katanya.

Sementara itu, Di-
rector of Government
Affairs and Public
Policy YouTube Asia
Pacific, Celeste Camp-
bell-Pitt, turut had-
ir dalam pertemuan
dengan  pemerintah
sebagai bagian dari
komunikasi  intensif
antara regulator dan
platform global.

Menurut Meutya,
hingga saat ini ter-
dapat tujuh platform
digital yang telah men-
yatakan kepatuhan ter-
hadap PP Tunas, ter-
masuk Meta Platforms
(Instagram, Facebook,
Threads), TikTok, X
Corp., serta Bigo Live.
Satu platform lainnya
masih dalam proses
komunikasi.

“Delapan  perusa-
haan ini menjadi role
model bahwa jika
mau, pasti bisa,” tegas
Meutya dalam per-

nyataannya.
Secara historis,
penguatan regulasi

perlindungan anak di
ruang digital di Indo-
nesia mulai menge-
muka sejak  revisi
Undang-Undang In-
formasi dan Transak-
si  Elektronik pada
2016, yang kemudi-
an diperkuat dengan

berbagai  kebijakan
turunan, termasuk PP
Tunas pada 2025.

Di tingkat global,
langkah serupa telah
lebih dulu diterapkan
di berbagai negara.
Uni Eropa, misalnya,
melalui General Data
Protection Regulation
(GDPR) menetapkan
perlindungan  ketat
terhadap data anak,
sementara  Amerika
Serikat memiliki Chil-
dren’s Online Privacy
Protection Act (COP-
PA) yang mengatur
batasan  pengumpu-
lan data pengguna di
bawah usia 13 tahun.

Kebijakan-kebi-
jakan tersebut men-
jadi rujukan penting
bagi Indonesia dalam
menyusun  kerangka
regulasi yang adaptif
terhadap perkemban-
gan teknologi digital
yang pesat.

Pemerintah mene-
gaskan bahwa kepatu-
han administratif ha-
rus diikuti dengan
implementasi nyata di
lapangan. Pengawasan
akan dilakukan secara
bertahap melalui lapo-
ran berkala dari setiap
platform.

“Ke depan, kami
akan terus meman-
tau implementasi ini,
termasuk  penertiban
akun pengguna di
bawah usia 16 tahun,”
ujar Meutya menam-
bahkan.

Langkah ini dihara-
pkan mampu mencip-
takan ekosistem dig-
ital yang tidak hanya
inovatif, tetapi juga
aman, sehat, dan ber-
tanggung jawab, khu-
susnya bagi anak-anak
sebagai kelompok
pengguna yang paling
rentan.

Dengan  mening-
katnya penetrasi inter-
net di Indonesia yang
telah melampaui 200
juta pengguna dalam
beberapa tahun ter-
akhir,  perlindungan
anak di ruang digital
menjadi isu krusial
yang  membutuhkan
kolaborasi antara pe-
merintah, industri, dan
masyarakat.(*)
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Hardiknas 2026, Buton Tengah Perkuat
Arah Pendidikan Inklusif

BUTON TEN-
GAH, BP-Pemerin-
tah Kabupaten Buton
Tengah menegaskan
komitmennya  terh-
adap  pembangunan
pendidikan yang ber-
mutu dan berkeadilan
melalui pelaksanaan
upacara  peringatan
Hari Pendidikan Na-
sional  (Hardiknas)
2026 di  halaman
Kantor Bupati, Sabtu
(2/5/2026).

Upacara yang ber-
langsung khidmat
tersebut dipimpin
langsung oleh Bupati
Buton Tengah, Azhari,
selaku inspektur up-
acara. Kegiatan ini
dihadiri Wakil Bupati
Muh. Adam Basan,
unsur  Forkopimda,
pimpinan DPRD, ser-
ta jajaran perangkat
daerah dan insan pen-
didikan dari berbagai
jenjang.

Momentum Hardi-
knas tahun ini dimak-
nai sebagai ajakan
memperkuat  kolab-
orasi seluruh elemen
dalam menghadirkan
sistem pendidikan
yang inklusif, adaptif,
dan berkelanjutan di
daerah.

Dalam amanatnya,

Bupati membacakan
sambutan Menteri
Pendidikan Dasar

dan Menengah, Ab-
dul Mu'ti, yang me-
nekankan pentingnya
pendidikan  sebagai
proses memanusiakan
manusia melalui
pendekatan yang tulus
dan berorientasi pada
nilai kemanusiaan.

“Pendidikan
lah proses yang dilak-
sanakan secara tulus,

ada-

penuh kasih sayang
untuk memanusiakan
manusia. Intinya ada-
lah memuliakan,” ujar
Azhari saat memba-
cakan sambutan terse-

but.

Lebih jauh,
pendekatan ~ pembe-
lajaran mendalam
atau deep learning
ditetapkan sebagai

strategi utama dalam
meningkatkan  kuali-
tas pendidikan nasi-
onal. Pendekatan ini
diharapkan ~ mampu
mendorong pemaha-
man konseptual yang

lebih kuat pada peserta
didik.
Pemerintah  juga

menyiapkan berbagai
kebijakan pendukung,
mulai dari pemban-
gunan dan revitalisa-
si satuan pendidikan,
digitalisasi pembelaja-
ran, hingga peningka-
tan sarana dan prasara-
na guna menciptakan
lingkungan  belajar
yang kondusif.

Selain itu, pengua-
tan kompetensi guru
menjadi perhatian
serius. Melalui pro-
gram pelatihan, bea-
siswa, dan sertifikasi,
pemerintah berupaya
meningkatkan profe-
sionalisme tenaga pen-
didik sebagai ujung
tombak pendidikan.

“Guru adalah tel-
adan dan agen pem-
belajaran yang me-
nentukan keberhasilan
pendidikan,” demikian
salah satu poin penting
dalam sambutan terse-
but.
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Upaya peningka-
tan mutu pendidikan
juga diarahkan pada
penguatan literasi, nu-
merasi, serta pengem-
bangan bidang STEM
guna menjawab tanta-
ngan global yang se-
makin kompleks.

Di sisi lain, pemer-
intah memperluas ak-
ses pendidikan melalui
berbagai layanan in-
klusif, seperti pendi-
dikan jarak jauh, se-
kolah terbuka, serta
layanan  pendidikan
bagi anak berkebutu-
han khusus.

Nilai-nilai yang
diajarkan oleh Ki Ha-
jar Dewantara, yakni
asah, asih, dan asuh,
kembali  ditegaskan
sebagai fondasi dalam
membentuk  karakter
generasi bangsa.

“Konsep asah, asih,
dan asuh harus ter-
us dihidupkan dalam
praktik pendidikan
kita sehari-hari,” kata
Azhari dalam amanat-
nya.

Secara historis, per-
ingatan Hardiknas di
Indonesia ditetapkan
setiap 2 Mei, bertepa-
tan dengan hari lahir
Ki Hajar Dewantara,
tokoh pelopor pendi-
dikan nasional. Sejak
pertama kali diperin-
gati pada 1959 melalui
Keputusan  Presiden
RI, Hardiknas menjadi
simbol komitmen neg-
ara dalam mencerdas-
kan kehidupan bangsa
sebagaimana amanat
konstitusi.

Dalam konteks
global, perhatian terh-
adap pendidikan juga
tercermin dalam agen-

o om0 I
da UNESCO yang me-
netapkan pendidikan
berkualitas  sebagai
bagian dari Tujuan
Pembangunan Berke-
lanjutan  (Sustainable
Development  Goals/
SDGs), khususnya tu-
juan keempat.

Sejalan dengan visi
pembangunan nasion-
al yang diusung Pres-
iden Prabowo Subian-
to, sektor pendidikan
dipandang sebagai
fondasi utama dalam
menciptakan  sumber
daya manusia yang un-
ggul dan berdaya saing
global.

Penguatan  karak-
ter peserta didik juga
menjadi prioritas
melalui penciptaan
budaya sekolah yang
aman, sehat, dan
inklusif, termasuk
program pencegah-
an perundungan dan
pembiasaan perilaku
positif.

Kegiatan upacara
ini tidak hanya bersi-
fat seremonial, tetapi
juga menjadi refleksi
bersama untuk mem-
perkuat arah kebi-
jakan  pendidikan
di tingkat daerah
agar selaras dengan
agenda nasional dan
global.

Melalui peringa-
tan ini, Pemerintah
Kabupaten = Buton
Tengah berharap
seluruh  pemangku
kepentingan  dapat
terus bersinergi da-
lam  menciptakan
pendidikan yang
berkualitas dan mer-
ata bagi seluruh
lapisan masyarakat.

(*)
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Polres Buton Gelar Apel Kebangsaan

LY
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Laporan: La Harmaﬁ

BUTON, BP-Men-
jelang peringatan Hari
Buruh  Internasional
(May Day) 1 Mei, Pol-
res Buton menggelar
Apel Besar Kebang-
saan Buruh Indonesia
bertajuk “Jaga NKRI”
di Pelataran Pelabuhan
Banabungi, Pasarwa-
jo, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini menja-
di momentum mem-
perkuat sinergi antara
buruh,  pemerintah,
dan aparat keamanan
guna menjaga stabili-
tas daerah.

Kapolres Buton
AKBP Ali Rais Ndraha
menegaskan pentingn-
ya menjaga kondusivi-
tas wilayah sebagai
fondasi utama pemba-
ngunan. la menyebut
kesejahteraan buruh
tidak dapat dipisah-
kan dari stabilitas
keamanan yang ter-
jaga dengan baik.

“Kesejahteraan
buruh adalah salah
satu pilar utama ke-
hidupan bangsa, dan
stabilitas  keaman-
an menjadi fondasi
yang harus kita jaga
bersama,” ujar Ali
Rais dalam amanat-
nya.

Selain apel, ke-
giatan tersebut juga

dirangkaikan  den-
gan pemeriksaan
kesehatan gratis

bagi para buruh di
kawasan Pelabuhan
Banabungi. Tak ha-
nya itu, digelar pula
coffee morning yang
mempertemukan
perwakilan  buruh,
pemerintah, dan ke-
polisian dalam sua-
sana dialog terbuka.
Melalui forum
tersebut, kepolisian
menawarkan peran
sebagai mediator da-
lam menyelesaikan
persoalan ketenaga-
kerjaan. Optimalisa-
si desk ketenagaker-
jaan disebut menjadi
salah satu langkah
konkret untuk men-
cari solusi yang adil
bagi semua pihak.
Kapolres juga me-
nekankan pentingn-
ya ruang komunikasi

Buruh, Pemda Beri Apresiasi
Mrcl AKBAR KEBANGSAAN &7
“ BURUH INDONESIA
“U“JAGA NKRI.
SINERGITAS & SOLIDITAS KAMTIBMAS
ILAYA HUK POLRES U

antara buruh, pengu-
saha, dan pemerintah
agar potensi konflik
dapat diminimalkan.
“Kami siap mem-
fasilitasi dialog yang
konstruktif demi ter-
ciptanya hubungan
industrial yang har-
monis,” katanya.

Sementara itu,
Wakil Bupati Bu-
ton Syarifudin Saafa
yang hadir mewakili
Bupati Buton mem-
berikan apresiasi
atas inisiatif Polres
Buton dalam menye-
lenggarakan kegia-
tan tersebut.

“Terima kasih
kepada jajaran Pol-
res Buton. Kegiatan
ini menunjukkan
kesiapsiagaan  kita
semua dalam men-
yambut agenda inter-
nasional May Day,”
yjar Syarifudin.

Ia  menegaskan
bahwa Pemerintah
Kabupaten = Buton
berkomitmen untuk
terus memperhatikan
kebutuhan dan hak-
hak buruh sebagai
bagian dari agenda
pembangunan daer-
ah.

“Pemerintah daer-
ah akan selalu ter-
depan dalam mem-
berikan  dukungan
terhadap  pemenu-
han hak-hak buruh,”
tambahnya.

Kegiatan ni
turut dihadiri Ket-
ua DPRD Kabu-
paten Buton, unsur
Forkopimda, Asisten
Administrasi Pemer-
intahan dan Kesra
Sekda Buton selaku
Plh Sekda, Kepala
Wilayah Kerja Pela-
buhan  Banabungi,
Kepala Bidang Kes-
bangpol, serta jaja-
ran pejabat utama
Polres Buton.

Secara  historis,
peringatan Hari Bu-
ruh Internasional be-
rakar dari perjuangan
pekerja di Amerika
Serikat pada 1 Mei
1886 yang menuntut
jam kerja delapan

I

jam sehari. Peristi-
wa tersebut dikenal
sebagai bagian dari
rangkaian  demon-
strasi buruh yang
berpuncak pada in-
siden Haymarket di
Chicago.

Di Indonesia, May
Day mulai diperin-
gati sejak masa ko-
lonial dan sempat
ditiadakan pada era
Orde Baru sebelum

akhirnya  kembali
ditetapkan  sebagai
hari libur nasion-

al pada 2013. Sejak
itu, peringatan Hari
Buruh kerap diwar-
nai aksi unjuk rasa,
namun juga menja-
di ruang dialog an-
tara pemerintah dan
pekerja.

Dalam konteks lo-
kal, apel kebangsaan
yang digelar Polres
Buton ini menjadi
pendekatan preventif
untuk  memastikan
peringatan May Day
berlangsung damai
dan produktif, tanpa
mengganggu stabili-
tas daerah.

Melalui siner-
gi lintas sektor, pe-
merintah daerah
berharap hubungan
industrial di Kabu-
paten Buton dapat
terus terjaga den-
gan baik, sekaligus
meningkatkan  kes-
ejahteraan  pekerja
secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga
mencerminkan upa-
ya membangun ko-
munikasi yang in-
klusif antara semua
pemangku kepentin-
gan, sehingga poten-
si konflik dapat dike-
lola sejak dini.

Dengan  demiki-
an, momentum May
Day tidak hanya
menjadi ajang per-
ingatan, tetapi juga
sarana memperkuat
persatuan dan komit-
men bersama dalam
menjaga  keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

*)
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Pemerintah Intensifkan Skrining TB dan

Renovasi Rum

Peliput: Lisna
JAYAPU -

RA, BP- Pemer-
intah memperkuat
pendekatan  berbasis

komunitas dalam pen-
anganan tuberkulosis
(TB) di Tanah Papua
melalui strategi jem-
put bola, termasuk
pendampingan pasien
oleh kader kesehatan
dan keluarga, guna
memastikan  keber-
hasilan ~ pengobatan
sekaligus menekan an-
gka penularan di mas-
yarakat.

Langkah tersebut
dipertegas dalam kun-
jungan kerja Wakil
Menteri Kesehatan RI,
dr. Benjamin P. Octa-
vianus, di Jayapura,
Papua, pada 28 April
2026, yang menekank-
an pentingnya dukun-
gan sosial bagi pasien
TB agar tidak menjal-
ani pengobatan secara
sendiri.

“Pendekatan berba-
sis komunitas sangat
penting. Pasien tidak
boleh merasa sendiri.
Harus ada dukungan
dari keluarga, kader,
dan lingkungan seki-
tar,” ujar Benjamin.

Selain  penguatan
peran masyarakat, pe-
merintah juga men-
dorong pembentukan
Desa dan Kelurahan
Siaga TBC sebagai
ujung tombak penan-
ganan di tingkat akar
rumput. Program ini
bertujuan memperlu-

as jangkauan layanan
kesehatan  sekaligus
meningkatkan kesada-
ran masyarakat ten-
tang pencegahan pen-
yakit menular.

Wakil Menteri
Dalam Negeri, Dr.
Akhmad Wiyagus, me-
negaskan bahwa ket-
erlibatan pemerintah
daerah hingga tingkat
desa menjadi faktor
penentu keberhasilan
program tersebut.

“Pendekatan  ber-
basis komunitas men-
jadi  kunci  dalam
memperluas jangkau-
an layanan sekaligus
membangun kesada-
ran masyarakat dalam
pencegahan penyakit,”
katanya.

Di sisi lain, pemer-
intah juga mengin-
tensifkan deteksi dini
melalui skrining aktif
menggunakan  X-ray
portable yang dilaku-
kan langsung di lapan-
gan. Metode ini diawa-
li dengan pelacakan
kontak serumah pasien
TB untuk menemukan
kasus secara lebih ce-
pat.

Menurut Benjamin,
penggunaan teknologi
X-ray portable men-
jadi  solusi efektif,
terutama di wilayah
dengan keterbatasan
akses layanan keseha-
tan seperti Papua.

“Penanganan TB
tidak cukup hanya
dengan obat. Detek-
si dini dan intervensi
lingkungan  menjadi

" ,,: II
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bagian penting dalam
memutus rantai penu-
laran,” ujarnya.
Sebagai bagian dari
intervensi menyeluruh,
pemerintah turut men-
jalankan program re-

novasi rumah bagi
pasien TB. Upaya ini
difokuskan pada per-
baikan ventilasi dan
kondisi hunian yang
dinilai  berkontribusi
terhadap penyebaran
penyakit.

Lingkungan tem-
pat tinggal yang se-
hat dinilai mampu
mempercepat  proses
penyembuhan pasien
sekaligus ~ menekan
risiko penularan di da-
lam keluarga maupun
komunitas sekitar.

Secara historis, In-
donesia  merupakan
salah satu negara den-
gan beban TB tertinggi
di dunia. Data Organ-
isasi Kesehatan Dunia
(WHO) menunjukkan
bahwa Indonesia se-
cara konsisten bera-
da di peringkat kedua
atau ketiga global da-
lam jumlah kasus TB,

bersama India dan
China.
Pada tingkat na-

sional, program pen-
anggulangan TB
telah berlangsung se-
jak dekade 1990-an
melalui strategi DOTS
(Directly  Observed
Treatment, Short-
course), yang kemu-
dian diperkuat dengan
pendekatan eliminasi
TB 2030 oleh pemer-

ah di Papua

intah Indonesia.

Di tingkat global,
upaya eliminasi TB
juga menjadi bagian
dari target Sustainable
Development  Goals
(SDGs), di mana
WHO  menargetkan
penurunan signifikan
angka kematian dan
insiden TB pada 2030.

Dalam konteks
tersebut, interven-
si yang dilakukan di
Papua mencerminkan
pendekatan terintegra-
si antara deteksi dini,
pengobatan, perbaikan
lingkungan, dan pen-
guatan peran komuni-
tas.

Pemerintah  opti-
mistis strategi jemput
bola yang dipadukan
dengan teknologi kes-
ehatan dan dukungan
sosial dapat memper-
cepat penanganan TB,
khususnya di wilayah
dengan tantangan
geografis seperti Pap-
ua.

“Lingkungan tem-
pat tinggal juga harus
sehat agar pasien bisa
sembuh optimal dan
tidak menularkan ke
orang lain,” kata Ben-
jamin menegaskan.

Dengan  berbagai
langkah tersebut, pe-
merintah berharap up-
aya pengendalian TB
tidak hanya berfokus
pada pengobatan,
tetapi juga menyasar
akar persoalan, terma-
suk faktor sosial dan
lingkungan yang me-
mengaruhi penyebaran
penyakit.(*)
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Intervensi Kesehatan Papua Diperce-
pat, Fokus TB dan Malaria Nasional

JAYAPURA- Pe-
merintah pusat ber-
sama pemerintah
daerah memperkuat
kolaborasi lintas
sektor untuk mem-
percepat penanganan
penyakit menular di
Tanah Papua, yang
hingga kini masih
menyumbang may-
oritas kasus malaria
nasional serta meng-
hadapi tantangan se-
rius dalam pengen-
dalian tuberkulosis
(TB) dan HIV/AIDS.

Komitmen terse-
but ditegaskan da-
lam kunjungan kerja
Wakil Menteri Kes-
chatan RI, dr. Ben-
jamin P. Octavianus,
yang  berlangsung
pada 27 hingga 29
April 2026 di Jay-
apura dengan meli-
batkan enam provin-
si di wilayah Papua.

Dalam  keteran-
gannya, Benjamin
menegaskan bahwa
Papua menjadi prior-
itas dalam program
kesehatan nasional
karena tingginya be-
ban penyakit menu-
lar dibandingkan
wilayah lain di Indo-
nesia.

“Fokus utama
kami saat ini adalah
percepatan penanga-
nan tuberkulosis dan
malaria, karena lebih
dari 90 persen kasus
malaria nasional be-
rada di Tanah Pap-
ua,” ujarnya.

Data menunjuk-
kan, sekitar 95 pers-
en kasus malaria
nasional berasal dari
Papua.  Sementara
itu, sekitar 12 persen
orang dengan HIV
di Indonesia juga
berada di kawasan
ini, menjadikannya
wilayah dengan be-
ban epidemiologis
yang signifikan.

Selain itu, tan-
tangan lain yang
dihadapi adalah
rendahnya  tingkat
penemuan kasus TB
serta kepatuhan pa-
sien dalam menjalani
pengobatan hingga
tuntas.

Wakil Menteri

Dalam Negeri, Dr.
Akhmad Wiyagus,
menekankan bahwa
keberhasilan  pro-
gram kesehatan san-
gat ditentukan oleh
peran aktif pemer-
intah daerah dalam
implementasi kebija-
kan di lapangan.

“Pemerintah daer-
ah memiliki peran
strategis, mulai dari
penguatan regulasi,
penganggaran, hing-
ga koordinasi lintas
sektor agar layanan
kesehatan  berjalan
optimal,” katanya.

Sementaraitu, Gu-
bernur Papua, Drs.
Mathius D. Fakhiri,
menyampaikan bah-
wa seluruh provin-
si di Tanah Papua
memiliki komitmen
yang sama untuk
menekan angka pen-
yakit menular.

“Kami  memili-
ki tekad bersama
untuk bangkit dan
menyelesaikan per-
soalan kesehatan ini.
Dukungan  pemer-
intah pusat menja-
di energi bagi kami
untuk bergerak lebih
cepat,” ujarnya.

Upaya penguatan
intervensi 1ini juga
merupakan  bagian
dari strategi nasional
dalam mencapai tar-
get eliminasi malaria
pada 2030, sejalan
dengan  komitmen
global yang ditetap-
kan oleh Organisa-
si Kesehatan Dunia
(WHO).

Secara  historis,
Indonesia telah men-
catat kemajuan da-
lam  pengendalian
malaria sejak awal
2000-an, dengan
penurunan signifikan
kasus di  wilayah
barat Indonesia. Na-
mun, Papua tetap
menjadi kantong
utama penyebaran
penyakit tersebut.

Di tingkat glob-
al, laporan WHO
menunjukkan  bah-
wa sekitar 94 pers-
en kasus malaria
dunia masih terkon-
sentrasi di kawasan
Afrika, namun Asia

Pasifik”’termasuk In-
donesi”masih meng-
hadapi tantangan se-
rius dalam eliminasi
penyakit tersebut.
Untuk tuberkulo-
sis, Indonesia sendi-
r1 sejak lama masuk
dalam tiga Dbesar
negara dengan beban
TB tertinggi di dun-
1a, bersama India dan
Tiongkok.  Upaya
eliminasi TB menja-
di salah satu prioritas
global melalui strate-
gi End TB Strategy

yang dicanangkan
sejak 2015.
Dalam  konteks

nasional, pemerintah
telah  meluncurkan
berbagai  program
percepatan, termasuk
pendekatan berbasis
komunitas dan pen-
guatan layanan prim-
er untuk meningkat-
kan deteksi dini serta
keberhasilan pengo-
batan.

Benjamin me-
negaskan bahwa
pendekatan lin-

tas sektor menjadi
kunci utama dalam
menyelesaikan per-
soalan kesehatan di
Papua yang kom-
pleks.

“Kita tidak bisa
bekerja sendiri. Ko-
laborasi antara pu-
sat, daerah, tenaga
kesehatan,  hingga
masyarakat  sangat
menentukan keber-
hasilan program ini,”
katanya.

Dengan pengua-
tan intervensi yang
terintegrasi dan ber-
basis data, pemerin-
tah optimistis angka
penyakit menular di
Papua dapat ditekan
secara signifikan da-
lam beberapa tahun
ke depan.

Langkah ini seka-
ligus diharapkan
mampu meningkat-
kan kualitas hidup
masyarakat serta
memperkecil kesen-
jangan layanan kes-
ehatan antara Papua
dan wilayah lain di
Indonesia.(*)
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Reformasi Polri Menguat, Enam
Rekomendasi KPRP Diserahkan

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-
Prabowo  Subianto
menerima enam re-
komendasi strategis
dari Komisi Percepa-
tan Reformasi Polri
terkait ~ percepatan
reformasi  Kepoli-
sian Negara Repub-
lik Indonesia, dalam
pertemuan di Ista-
na Merdeka, Selasa
(5/5). Rekomendasi
tersebut mencakup
pembenahan kelem-
bagaan, penguatan
pengawasan, hing-
ga revisi regulasi
sebagai bagian dari
transformasi ~ Pol-
ri menuju institusi
yang profesional dan
modern.

Rekomendasi
yang  disampaikan
KPRP itu menjadi
bagian dari upaya
menyempurnakan
agenda reforma-
si Polri yang telah
berjalan sejak era
Reformasi 1998, ke-
tika Polri dipisahkan
dari Tentara Nasion-
al Indonesia sebagai
langkah awal mem-
bangun institusi pen-
egak hukum yang
mandiri dan akunta-
bel.

Ketua KPRP,
Jimly  Asshiddiqie,
menegaskan  bah-
wa reformasi kali
ini akan difokuskan
pada penguatan atur-
an dan pembatasan
kewenangan secara
lebih jelas, termasuk
terkait ~ penugasan
anggota Polri di luar
institusi.

“Tadi diputuskan
oleh Bapak Presiden
harus ditentukan se-
cara limitatif jabatan
mana saja yang bisa
diisi anggota Polri,”
ujar Jimly.

Salah satu poin
penting yang di-
rekomendasikan
adalah revisi Un-
dang-Undang  No-

ke Presiden

mor 2 Tahun 2002
tentang Polri. Re-
visi tersebut dinilai
mendesak untuk
menyesuaikan  din-
amika hukum dan
kebutuhan  kelem-
bagaan saat ini, seka-
ligus mengakomoda-
si berbagai putusan
Mahkamah Konsti-
tusi Republik Indo-
nesia yang memun-
culkan interpretasi
baru dalam penem-
patan personel Polri
di lembaga lain.

Selain itu, KPRP
juga menyoroti pent-
ingnya pembenah-
an aturan internal
melalui revisi dela-
pan Peraturan Pol-
ri dan 24 Peraturan
Kapolri sebagai fon-
dasi reformasi jang-
ka panjang hingga
tahun 2029.

Dalam aspek tata
kelola, KPRP me-
nekankan  penera-
pan prinsip good
governance dan
clean  government
melalui  perbaikan
sistem  manajerial,
termasuk  pengua-
tan pengawasan,
kepemimpinan, dan
transformasi digital
di tubuh Polri.

Anggota KPRP,
Yusril Thza Mahen-
dra, menjelaskan
bahwa  penguatan
kelembagaan ha-
rus berjalan seiring
dengan  peningka-
tan efektivitas tugas
pokok Polri.

“Tugas kami ada-
lah menyusun draf
untuk  disampaikan
kepada DPR sebagai
amandemen Un-
dang-Undang  Ke-
polisian,” kata Yus-
ril.

Dalam rekomen-
dasi lainnya, KPRP
mengusulkan  pen-
guatan Komisi Ke-
polisian ~ Nasional
sebagai lembaga
pengawas indepen-

den. Kompolnas di-
harapkan memiliki

kewenangan lebih
luas, termasuk mem-
berikan  rekomen-
dasi yang bersifat
mengikat kepada
Kapolri.

KPRP menilai

penguatan Kompol-
nas menjadi penting
mengingat posisi
Polri yang berada
langsung di bawah
Presiden, sehing-
ga diperlukan me-
kanisme checks and
balances yang lebih
kuat dalam sistem
pengawasan.

Di sisi lain, KPRP
juga memastikan
bahwa  kedudukan
Polri tidak berubah
dan tetap berada
di bawah Presiden
tanpa pembentukan
kementerian  baru.
Keputusan ini diam-
bil setelah memper-
timbangkan efekti-
vitas koordinasi dan

stabilitas kelem-
bagaan.

Mekanisme pen-
gangkatan  Kapolri

pun tetap dipertah-
ankan seperti saat
ini, yakni melalui
persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Skema ini dinilai
mampu menjaga
keseimbangan  ke-
wenangan antara ek-
sekutif dan legislatif.

Secara  historis,
keterlibatan DPR da-
lam proses pengang-
katan Kapolri mer-
upakan bagian dari
reformasi demokra-
si pasca-1998 yang
bertujuan mem-
perkuat akuntabilitas
publik. Model seru-
pa juga diterapkan
di sejumlah negara
demokrasi lain, sep-
erti Amerika Serikat,
di mana pejabat ting-
gi penegak hukum
harus melalui me-
kanisme persetujuan

legislatif.

Rekomendasi
KPRP juga men-
gatur secara tegas
penempatan anggota
Polri di luar institusi.
Langkah ini diambil
untuk menghindari
tumpang tindih ke-
wenangan serta
menjaga profesion-
alisme aparat ke-
polisian.

Kapolri  Listyo
Sigit Prabowo men-
yatakan  kesiapan
institusinya un-
tuk  menjalankan
seluruh rekomenda-
si tersebut.

“Polri pada
prinsipnya  segera
menindaklanjuti

usulan-usulan yang
akan membuat insti-
tusi ini menjadi leb-
ih baik,” ujar Listyo.

Pemerintah juga
berencana menerbit-
kan Peraturan Pres-
iden dan Instruksi
Presiden sebagai
landasan operasion-
al reformasi, yang
akan dijalankan se-
cara bertahap dalam
jangka pendek, me-
nengah, dan pan-
jang.

Langkah ini di-
harapkan ~ mampu
memperkuat keper-
cayaan publik terha-
dap Polri, sekaligus
menempatkan insti-
tusi tersebut sejajar
dengan praktik ke-
polisian modern di
tingkat global, yang
menekankan trans-
paransi, akuntabili-
tas, dan profesional-
isme.

Dengan enam
rekomendasi terse-
but, reformasi Polri
memasuki fase baru
yang lebih siste-
matis dan terukur,
sebagai bagian dari
upaya memperkuat
supremasi hukum di
Indonesia.(*)
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Integrasi JKN dalam Layanan SIM Diuji
di Medan, Dorong Kepesertaan Aktif
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Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto bersama
Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Firman Dar-
mansyah di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas)
Polrestabes Medan, Selasa (5/5).

Laporan: Hadi

MEDAN, BP-Up-
aya memperkuat
kepesertaan program
jaminan kesehatan na-
sional terus dilakukan
pemerintah  melalui
integrasi layanan pub-
lik. BPJS Kesehatan
bersama Kepolisian
Negara Republik In-
donesia (Polri) men-
guji  coba  sistem
terintegrasi yang men-
syaratkan kepesertaan
aktif Jaminan Kese-
hatan Nasional (JKN)
dalam proses pembua-
tan Surat Izin Menge-
mudi (SIM) di Kota
Medan, Sumatera
Utara, Selasa (5/5).

Uji coba tersebut
berlangsung di Satpas
Polrestabes Medan se-
bagai bagian dari im-
plementasi kebijakan
nasional untuk men-
goptimalkan cakupan
JKN. Sistem ini me-
mungkinkan pengece-
kan status kepesertaan
secara otomatis saat
pemohon mengajukan
permohonan SIM.

Direktur Lalu Lin-
tas Polda Sumatera
Utara, Firman Dar-
mansyah, menilai
bahwa langkah ini ti-
dak hanya berdampak
pada peningkatan
kualitas layanan, teta-
pi juga mendorong
kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya
jaminan  kesehatan.
“Kami akan terus
memperkuat  sosial-
isasi agar masyarakat
memahami bahwa
kepesertaan JKN aktif
kini menjadi bagian
dari persyaratan ad-
ministrasi,” ujarnya.

Sistem yang diu-
ji coba ini dirancang
agar tetap menjaga
kecepatan pelayanan.
Petugas hanya perlu
memasukkan Nomor
Induk Kependudukan
(NIK) atau nomor pe-
serta ke dalam Portal
JKN untuk mengeta-
hui status kepesertaan
pemohon.

Jika ditemukan sta-
tus tidak aktif, sistem
akan secara otomatis
menampilkan notifi-
kasi berisi penyebab
serta langkah yang

harus ditempuh untuk
mengaktitkan  kem-
bali kepesertaan. Me-
kanisme ini diharap-
kan tidak menambah
beban kerja petugas
maupun memperlam-
bat proses layanan.

Direktur Kepeser-
taan BPJS Kesehatan,
Akmal Budi Yulianto,
menegaskan ~ bahwa
kebijakan ini merupa-
kan tindak lanjut dari
Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2022.
“Sinergi lintas sektor
menjadi  kunci agar
Program JKN dapat
berjalan optimal dan
menjangkau  seluruh
lapisan masyarakat,”
katanya.

la menambah-
kan, integrasi ini juga
diperkuat melalui
Peraturan Kepolisian
Nomor 2 Tahun 2023
yang secara resmi me-
masukkan kepeserta-
an JKN aktif sebagai
salah satu syarat pe-
nerbitan SIM. “Kami
mengapresiasi dukun-
gan Polri dalam im-
plementasi kebijakan
ini,” ucap Akmal.

Secara  nasional,
kebijakan ini telah
mulai diperluas sejak
November 2024. Pada
tahap awal, kepeserta-
an aktif belum bersifat
wajib, sehingga mas-
yarakat yang belum
terdaftar tetap dapat
memperoleh SIM den-
gan catatan diberikan
edukasi untuk segera
bergabung dalam pro-

gram JKN.
Sebelumnya,  uji
coba serupa telah

dilaksanakan di tujuh
wilayah, yakni Aceh,
Sumatera Barat, Su-
matera Selatan, DKI
Jakarta, Kalimantan
Timur, Bali, dan Nusa
Tenggara Timur pada
periode Juli hingga
September 2024.

Dari sisi historis,
Program JKN yang
dikelola BPJS Kes-
ehatan sendiri telah
berjalan sejak 2014
sebagai bagian dari
Sistem Jaminan Sosial
Nasional. Hingga be-
berapa tahun terakhir,
cakupan kepesertaan
JKN telah mencapai
lebih dari 90 persen

populasi  Indonesia,
menjadikannya salah
satu sistem jaminan
kesehatan terbesar di
dunia.

Secara global, inte-
grasi layanan keseha-
tan dengan adminis-
trasi publik bukanlah
hal baru. Sejumlah
negara seperti Jerman
dan Jepang telah lama
menerapkan sistem ja-
minan kesehatan wajib
yang terhubung den-
gan berbagai layanan
publik guna memas-
tikan kepatuhan mas-
yarakat.

Akmal menyebut
pendekatan  integra-
tif ini penting untuk
menjaga keberlanju-
tan sistem. “Dengan
semakin banyak mas-
yarakat yang aktif
menjadi peserta JKN,
maka prinsip gotong
royong dalam pem-
biayaan kesehatan
dapat berjalan lebih
baik,” tuturnya.

Sementara itu, Fir-
man  menambahkan
bahwa pihak kepoli-
sian akan memanfaat-
kan media sosial se-
bagai sarana edukasi
publik. “Kami akan
membuat konten vid-
eo singkat agar mas-
yarakat lebih mudah
memahami  prosedur
dan persyaratan terba-
ru,” katanya.

Uji coba di Medan
diharapkan = menjadi
model  implementa-
si nasional ke depan,
sekaligus memastikan
pelayanan SIM tetap
berjalan lancar tanpa
hambatan berarti. Pe-
merintah menilai lang-
kah ini sebagai bagian
dari reformasi layanan
publik yang terintegra-
si dan berbasis data.

Dengan integrasi
ini, masyarakat tidak
hanya  memperoleh
kemudahan dalam
layanan administrasi,
tetapi juga didorong
untuk memiliki per-
lindungan kesehatan
yang memadai. Kebi-
jakan tersebut dihara-
pkan mampu mem-
perkuat sistem jaminan
sosial nasional seka-
ligus  meningkatkan
kualitas hidup mas-
yarakat secara luas.(*)
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Hardiknas dan Otoda 2026, Baubau

Dorong Kualitas

Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sumber

Pendidikan Nasional
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daya manusia dan otonomi daerah melalui upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardi-
knas) dan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-30 tahun 2026

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pe-
merintah Kota Baubau
menegaskan  komit-
mennya dalam mem-
perkuat pembangunan
sumber daya manusia
dan otonomi daerah
melalui upacara perin-
gatan Hari Pendidikan
Nasional (Hardiknas)
dan Hari Otonomi
Daerah (Otoda) ke-30
tahun 2026 yang di-
gelar di halaman Kan-
tor Wali Kota Baubau,

Palagimata, Sabtu
(2/5/2026).
Momentum  terse-

but tidak hanya men-
jadi seremoni tahunan,
tetapi juga diman-
faatkan sebagai ajang
refleksi terhadap per-
jalanan panjang pen-
didikan nasional dan
pelaksanaan otonomi
daerah di Indonesia
sejak era reformasi.
Dalam kegiatan
tersebut, Wali Kota
Baubau H Yusran Fa-
him, SE menekankan
pentingnya peran pen-
didikan sebagai fon-
dasi utama kemajuan
bangsa. la memba-
cakan sambutan Men-
teri Pendidikan Dasar
dan Menengah yang
menyoroti urgensi
transformasi pembela-
jaran di tingkat kelas.
“Jika hendak me-
majukan bangsa, per-
baiki pendidikan. Jika
hendak  memperbai-

ki pendidikan, per-
baikilah mulai dari
dalam kelas,” wujar

Yusran Fahim meng-
utip sambutan menteri.

Upacara ber-
langsung khidmat
dengan nuansa ke-
bhinekaan yang kuat.
Seluruh peserta, mu-
lai dari aparatur sipil
negara hingga pelajar,

mengenakan pakaian
adat dari berbagai
daerah di Indonesia,
mencerminkan keber-
agaman budaya nasi-
onal.

Turut hadir da-
lam kegiatan tersebut
Wakil Wali Kota Bau-
bau Ir Wa Ode Ham-
sinah Bolu, M.Sc,
jajaran  Forkopimda,
Sekretaris Daerah La
Ode Darus Salam,
M.Si, para kepala
OPD, serta tamu un-
dangan lainnya.

Dalam  amanatn-
ya, pemerintah me-
negaskan  penerapan

pendekatan pembela-
jaran mendalam (deep
learning) sebagai
strategi baru untuk
meningkatkan kualitas
pendidikan. Pendeka-
tan ini dinilai mampu
mendorong pemaha-
man yang lebih kom-
prehensif dan kritis di
kalangan peserta di-
dik.

Selain itu, terdapat
lima kebijakan strate-
gis yang menjadi pri-
oritas nasional, yakni
revitalisasi dan digi-
talisasi sekolah, pen-
ingkatan kesejahteraan
guru, penguatan karak-
ter, pengembangan lit-
erasi dan STEM, serta
pendidikan  inklusif
dan fleksibel.

“Transforma-
si pendidikan harus
menyentuh aspek
mendasar, tidak han-
ya infrastruktur, tetapi
juga kualitas pengaja-
ran dan karakter peser-
ta didik,” kata Yusran
Fahim.

Di sisi lain, perin-
gatan Hari Otonomi
Daerah ke-30 menjadi
refleksi penting atas
implementasi  desen-
tralisasi yang dimulai
sejak diberlakukannya

Undang-Undang No-
mor 22 Tahun 1999
tentang  Pemerintah-
an Daerah. Kebijakan
tersebut menjadi tong-
gak perubahan sistem
pemerintahan dari sen-
tralistik menuju desen-
tralistik.

Secara historis,
Hari Pendidikan Nasi-
onal sendiri diperinga-
ti setiap 2 Mei, berte-
patan dengan hari lahir
Ki Hadjar Dewantara,
pelopor  pendidikan
nasional  Indonesia.
Sementara itu, secara
global, transformasi
pendidikan juga men-
jadi perhatian dunia,
terutama sejak UNE-
SCO mendorong kon-
sep pendidikan inklu-
sif dan berkelanjutan
dalam agenda Sus-
tainable Development

Goals (SDGs).
Wali Kota Baubau
menilai bahwa oto-

nomi daerah merupa-
kan instrumen penting
dalam  mempercepat
pemerataan  pemba-
ngunan di berbagai
wilayah. Ia menekank-
an perlunya integrasi
perencanaan  antara
pemerintah pusat dan
daerah.

“Kunci keberhas-
ilan otonomi adalah
sinkronisasi kebijakan
serta keberanian daer-
ah dalam berinovasi,”
ujarnya.

[a juga menyoroti
pentingnya reformasi
birokrasi berbasis out-
come, di mana kinerja
pemerintah tidak lagi
diukur dari penyera-
pan anggaran, melain-
kan hasil nyata yang
dirasakan masyarakat.

Selain itu, kemandi-
rian fiskal daerah men-
jadi perhatian utama,
dengan  mendorong
optimalisasi pendapa-

tan asli daerah guna
mengurangi ketergan-
tungan pada transfer
pusat.

Dalam konteks ker-
ja sama, Yusran Fahim
menegaskan  bahwa
kolaborasi antar daer-
ah harus diperkuat
untuk mengatasi berb-
agai persoalan lintas
wilayah, seperti trans-
portasi, lingkungan,
dan  pengembangan
ekonomi regional.

“Tidak boleh ada
lagi ego sektoral. Ko-
laborasi menjadi kun-
ci dalam menghadapi
tantangan pembangu-
nan ke depan,” tegasn-
ya.
Pada kesempatan
tersebut, Pemerin-
tah Kota Baubau juga
menyerahkan  bantu-
an jaminan kematian
kepada pekerja rentan
dan pegawai non-ASN
sebagai bentuk per-
lindungan sosial.

Selain itu, dalam
rangka memperingati
Hari Buruh Internasi-
onal 2026, pemerin-
tah turut menyalurkan
bantuan paket sem-
bako kepada buruh
Tenaga Kerja Bongkar
Muat (TKBM) Kota
Baubau.

Rangkaian kegiatan
ini menunjukkan bah-
wa pembangunan pen-
didikan dan penguatan
otonomi daerah tidak
dapat dipisahkan, me-
lainkan harus ber-
jalan beriringan demi
meningkatkan  kese-
jahteraan masyarakat
secara berkelanjutan.

Momentum  Har-
diknas dan Otoda di
Baubau tahun ini pun
menjadi simbol sinergi
antara kebijakan na-
sional dan implemen-
tasi di daerah dalam
mewujudkan Indone-
sia yang lebih maju.(*)
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Kabar Gembira ASN Baubau, Sekda Bau-
bau La Ode Darus Salam Umumka TPP
Segera Cair Disertal Evaluasi Kinerja

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-
Pemerintah Kota
Baubau memastikan
Tambahan Penghas-
ilan Pegawai (TPP)
bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) segera
dicairkan dalam wak-
tu dekat. Kepastian ini
disampaikan sebagai
langkah strategis un-
tuk menjaga kinerja
aparatur sekaligus
mendorong percepa-
tan realisasi program
di tengah memasuki
akhir triwulan kedua
tahun anggaran 2026.

Sekretaris Daerah
Kota Baubau, La Ode
Darus Salam, men-
yampaikan hal terse-
but saat memimpin
apel gabungan ASN
di halaman Kantor
Wali Kota Baubau,
Senin (4/5/2026). Da-
lam arahannya, ia me-
nekankan pentingnya
menjaga disiplin serta
mempercepat pelak-
sanaan kegiatan di
masing-masing organ-
isasi perangkat daerah
(OPD).

“Kami memastikan
proses pencairan TPP
ASN saat ini sedang
berjalan dan diupaya-
kan segera terealisasi
dalam waktu dekat,”
ujar La Ode Darus
Salam.

Menurutnya, kebi-
jakan pencairan TPP
ini tidak hanya se-
bagai pemenuhan hak
ASN, tetapi juga se-
bagai instrumen untuk
meningkatkan moti-
vasi kerja. Pemerin-
tah daerah berharap
tambahan penghasi-
lan tersebut mampu
berdampak langsung
terhadap kualitas pe-
layanan publik.

Secara  nasional,
kebijakan pemberian
TPP bagi ASN telah
menjadi bagian dari
reformasi  birokrasi
sejak awal 2000-an,

terutama setelah diber-

lakukannya sistem re-
munerasi di berbagai
instansi  pemerintah.
Reformasi ini bertu-
juan  meningkatkan
kesejahteraan apara-
tur sekaligus menekan
praktik korupsi dan
meningkatkan akunt-
abilitas kinerja.

Di tingkat interna-
sional, kebijakan se-
rupa juga diterapkan
di sejumlah negara
dengan sistem tunjan-
gan berbasis kinerja
(performance-based
pay). Negara-negara
seperti Singapura dan
Korea Selatan dikenal
berhasil meningkatkan
kualitas layanan pub-
lik melalui pendekatan
tersebut, yang kemu-
dian menjadi referen-
si bagi banyak negara
berkembang, termasuk
Indonesia.

Dalam kesempatan
itu, Sekda juga men-
yoroti posisi saat ini
yang telah memasuki
bulan Mei, yang be-
rarti mendekati akh-
ir triwulan kedua. Ia
meminta seluruh OPD
untuk tidak menunda
pelaksanaan program
kerja.

“Kita sudah berada
di bulan Mei, jangan
sampai ada keterlam-
batan. Percepatan ini
penting agar target re-
alisasi anggaran dapat
tercapai secara maksi-
mal,” tegasnya.

Selain fokus pada
percepatan  program,
perhatian juga diber-
ikan kepada pejabat
yang baru dilantik,
termasuk camat, lurah,
dan kepala puskesmas.
Mereka diminta segera
beradaptasi dan men-
gambil langkah cepat
dalam menjalankan tu-
gas pelayanan kepada
masyarakat.

La Ode Darus
Salam  menekankan
bahwa  kemampuan
beradaptasi  menjadi
kunci dalam menjaga
stabilitas  pelayanan

publik di tengah din-
amika pemerintahan
daerah. Ia juga meng-
ingatkan pentingnya
koordinasi lintas sek-
tor untuk memasti-
kan program berjalan
efektif.

“Kami  berharap
pejabat  yang baru
dilantik dapat segera
menyesuaikan diri dan
menunjukkan kinerja
nyata dalam memberi-
kan pelayanan terbaik
kepada masyarakat,”
katanya.

Pada bagian lain,
Sekda  memberikan
apresiasi kepada Ke-
camatan Murhum
yang sukses melak-
sanakan tugas sebagai
pelaksana upacara. la
berharap kecamatan
lain dapat mencon-
toh kesiapan tersebut
pada jadwal berikut-
nya.

Ia juga mengapre-
siasi seluruh OPD
yang telah disiplin
dalam  melaporkan
dokumentasi  kegia-
tan apel melalui plat-
form yang disediakan.
Menurutnya, hal ini
mencerminkan komit-
men terhadap trans-
paransi dan tata kelola
pemerintahan  yang
baik.

Menutup arahan-
nya, Sekda mengajak
seluruh ASN untuk
tetap bekerja dengan
semangat dan opti-
misme, serta menjaga
integritas dalam men-
jalankan tugas sebagai
pelayan masyarakat.

“Tetaplah bekerja
dengan penuh seman-
gat dan optimis. Mari
kita jaga kedisiplinan
dalam mengabdi ke-
pada masyarakat,” tu-
tupnya.

Dengan  rencana
pencairan TPP terse-
but, Pemerintah Kota
Baubau berharap ki-
nerja ASN semakin
meningkat dan ber-
dampak pada perce-
patan pembangunan
daerah, sejalan den-
gan agenda reforma-
si birokrasi nasional
yang terus digalakkan
pemerintah pusat.(*)



